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INFORMASI UMUM

Keputusan IUPHHK-HA :

Nomor : SK.213/MENHUT-II/2007, Tanggal 28 Mei 2007
Luas Berdasar SK IUPHHK-HA : ± 82.120 Ha
Luas Berdasar SK Tata Batas : 78.669,29 Ha (SK.872/MENHUT-II/2013)
Etat Luas Maksimum : 2.663  hektar/tahun
Etat Jumlah Batang Maksimum : 913.941 batang/tahun
Etat Volume Maksimum : 315.725 m³/tahun
Jangka Perpanjangan Ijin : Tahun 2008-2052 (45 tahun)

Lokasi IUPHHK-HA : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kepemilikan Saham IUPHHK-HA :

Berdasar Akte Notatris Dina Yulianti, SH No. 02 tanggal 28 Desember 2017, pemilik saham PT
BUMWI terdiri dari :

a. Raflis : 74 %
b. Mochamad Tabi’i Suwandi :  26 %

Susunan Komisaris dan Direksi :

a. Susunan Komisaris
1. Komisaris Utama : Raflis
2. Komisaris : Ir. Hoediono

b. Susunan Direksi
1. Direktur Utama :  Ir. Sudarmadji
2. Direktur Keuangan : Yanto

Keterkaitan dengan Industri

1. Industri :  Chip Mill
2. Nama :  PT Bintuni Utama Murni Wood Industries

(Integrated dengan IUPHHK-HA)

3. Lokasi & Koordinat :  Di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT BUMWI yaitu di
P. Amutu Besar, Distrik Babo, Teluk Bintuni, Provinsi
Papua Barat (02° 31' 16" LS / 133° 35' 43" BT)
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Gambar 1. Peta penataan areal kerja periode 2021-2030 dan lokasi industri PT BUMWI.

Visi dan Misi

Visi

Terselenggaranya pengelolaan hutan alam mangrove secara lestari, baik kelestarian fungsi produksi,
ekologi maupun sosial, sehingga dapat memberi manfaat bagi perusahaan, masyarakat sekitar hutan
dan umat manusia.

Misi

 Memperoleh kepastian areal pengelolaan hutan dengan melakukan tata batas yang jelas,
sah menurut peraturan perundangan dan diakui serta dihormati masyarakat
adat/setempat.

 Melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hutan mangrove secara lestari dengan
menerapkan Sistem Sivikultur yang tepat dan konsisten.

 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Tenaga Teknis Kehutanan (GANISHUT).
 Meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan mangrove.
 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerimaan tenaga kerja, peningkatan

kesempatan berusaha, kegiatan Kelola Sosial (PMDH) dan Pembayaran Kompensasi Hak
Ulayat.

Sejarah Pengusahaan/Pemanfaatan Hutan

1. PT Bintuni Utama Murni Wood Industries (BUMWI) memperoleh izin HPH berdasar Surat
Keputusan Menteri Kehutanan tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) No. 174/Kpts-IV/1988
tanggal 25 Oktober 1988, seluas 137.000 ha, berlaku selama 20 tahun, terletak pada
kelompok hutan Sungai Bomberai-Sungai Aramasa, Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian
Jaya.

Lokasi
Industri
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2. Pada tanggal 13 Februari 1995, dilakukan Addendum dengan SK Menteri Kehutanan No.
95/Kpts-II/95 yang pada prinsipnya mengatur 2 (dua) hal pokok :
a. Merubah AAC dari 106.000 m3/tahun menjadi 187.032 m3/th.
b. Menetapkan Sistem Silvikultur Hutan Payau (Seed Trees Method) sebagaimana SK.

Dirjen Kehutanan No.60/Kpts/DJ/1978, untuk digunakan dalam pengelolaan hutan di
areal HPH/IUPHHK PT BUMWI.

3. Perpanjangan IUPHHK-HA ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor:
SK.213/MENHUT-II/2007 seluas 82.120 Ha, selama 45 tahun, berlaku mulai tanggal 1 Januari
2008-31 Desember 2052.

4. Pengukuhan tata batas ditetapkan dengan SK dari Menteri kehutanan No. SK.872/MENHUT-
II/2013, luas 78.669,29 Ha.

Rencana jangka panjang (RKPH) untuk periode 1994-2013 telah disahkan oleh Dirjen
Pengusahaan Hutan a/n Menteri Kehutanan No. 651/Kpts-IV/1995 tanggal 30 November 1995,
yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa:
a. Areal hutan mangrove ditetapkan sebagai areal untuk penghasilan.
b. Areal Non Mangrove ditetapkan Bukan Untuk Penghasilan.

Rencana Kerja Umum (RKU) berbasis IHMB periode tahun 2011-2020 disahkan oleh Dirjen Bina
Usaha Kehutanan Nomor : SK.22/VI-BUHA/2011 tanggal 14 Maret 2011, kemudian RKU
periode tahun 2021-2030 disahkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Nomor :
SK.268/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Tanah, Topografi dan iklim

a) Tanah
Berdasar SEL PT BUMWI tahun 1992, tanah-tanah di areal IUPHHK-HA PT BUMWI telah
diidentifikasi dan diklasifikasi menurut Sistim Taksonomi Tanah (1975) dan USDA (Soil Survey
Staff, 1987).

Berdasar hal tersebut di atas, tanah-tanah di areal IUPHHK PT BUMWI terdiri dari :
1. Sulfaquent
Golongan tanah ini mendominasi areal IUPHHK (≥80%). Tanah sulfaquent adalah tanah-
tanah muda dan basah yang mempunyai kadar sulfide tinggi di bagian dekat permukaan
tanah, serta mengandung sedikit karbonat. Tanah ini umumnya terbentuk di daerah rawa
pantai dimana air bersifat payau atau asin.

2. Tropopsament
Golongan tanah ini dijumpai di belakang garis pantai Sungai Bomberai, dengan areal yang
tidak begitu luas (5-8%). Tropopsament adalah tanah-tanah yang belum berkembang, bahan
induk berpasir dari seleksi pemindahan atau kadang-kadang hasil pengendapan air pada
tanggul-tanggul alam atau pantai.

3. Tropudult
Tanah tropudult kebanyakan terbentuk pada daerah berombak atau berbukit dengan lereng
>30%. Tanah Tropudult di daerah ini seolah-olah merupakan batas alami perubahan hutan
mangrove ke hutan tanah kering. Daerah tropudult di daerah ini meliputi luas 8-9% dan
tersebar pada bagian barat dari dataran alluvium. Fisiografi tanah tropudult adalah fisiografi
perbukitan atau pegunungan.
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b) Topografi dan kelerengan lapangan

Areal IUPHHK PT BUMWI didominasi oleh hutan mangrove, oleh karena itu topografinya
datar dengan kelerengan kurang dari 2%.

c) Iklim

Daerah Bintuni, Babo dan sekitarnya termasuk daerah tropika, yang berdasarkan klasifikasi
iklim Koppen termasuk type Afa (daerah tropika basah bersuhu tinggi) dan menurut
Schmidt-Ferguson termasuk type A (daerah sangat basah). Berdasar data statistik Kabupaten
Teluk Bintuni 2017 curah hujan tertinggi pada bulan Oktober-November (147-234 mm) dan
terendah pada bulan Agustus-September (56-93 mm). Perbedaan curah hujan dari bulan ke
bulan relatif kecil atau hujannya merata sepanjang tahun. Hari hujan rata-rata sekitar 183
hari dalam setahun dengan hari hujan tertinggi pada bulan Oktober (20 hari) dan terendah
pada bulan Februari dan Mei (12 hari).

Tata Guna Dan Status Pemilikan Lahan

Berdasar peta tata guna hutan kesepakatan, seluruh areal kerja IUPHHK merupakan hutan negara
yang dibebani hak adat, oleh karena itu status kepemilikan seluruh lahan dimiliki oleh adat berupa
Hak Ulayat, yang terdiri dari 11 (sebelas) marga masyarakat, yaitu: Manuama-Nauri, Fiawe, Fimbay,
Naramasa, Sarbe, Wagura, Tugurama, Werbete, Kasina, Mariawasi dan Kambia.

Kondisi Vegetasi Hutan

a) Fungsi hutan
Seluruh areal IUPHHK-HA PT BUMWI seluas 78.669,29 Ha, berdasar fungsinya merupakan
Hutan Produksi (HP).

b) Penutupan lahan
Berdasar hasil penafsiran citra Komposit Sentinel 2A, Kombinasi Band 11-8A-5 tanggal 1 Maret
2019 dan 16 Maret 2019 skala 1 : 100.000, yang telah diperiksa oleh Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.372/IPSDH/PSDH/ PLA.1/7/2019 tanggal 18 Juli 2019,
kondisi penutupan lahan areal IUPHHK  PT BUMWI disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Penutupan Lahan Areal PT BUMWI Berdasarkan Penafsiran Citra Tahun 2019

No Keterangan Luas (Ha) %
1 Hutan Mangrove Primer 39.487,24 50,19
2 Hutan Rawa Primer 2.607,53 3,32
3 Hutan mangrove Sekunder 23.458,23 29,82
4 Hutan rawa Sekunder 2.175,35 2,77
5 Hutan Lahan Kering Sekunder 666,96 0,85
6 Belukar Tua Rawa 460,14 0,58
7 Belukar Muda dan Semak Rawa 664,56 0,84
8 Pemukiman 181,75 0,23
9 Bandara 89,91 0,11
10 Tanah Terbuka 468,64 0,60
11 Tubuh Air 6.987,15 8,88
12 Tertutup Awan 1.421,53 1,81

JUMLAH 78.669,29 100,00
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c) Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Hasil identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dilakukan oleh IDEAS Consultancy
Services (2015), merupakan penyempurnaan dari identifikasi dan analisis NKT oleh Tim HCV
Fakultas Kehutanan IPB (2012). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa di dalam areal PT.
Bintuni Utama Murni Wood Industries terdapat 9 NKT, yaitu : NKT 1.1, NKT 1.3, NKT 1.4, NKT
2.2, NKT 2.3, NKT 3, NKT 4.1, NKT 4.2, NKT 5, dan NKT 6. Kesembilan NKT tersebut terdapat
pada 9 Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) yang tersebar di seluruh areal PT. BUMWI.

Hasil identifikasi NKT di dalam KBKT pada areal pengelolaan PT. BUMWI adalah sebagai
berikut :

Tabel 2. Hasil Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi di Areal PT BUMWI

NKT/Komponen Keberadaan
NKT KBKT Luas (Ha)

NKT1. Kawasan yang
Mempunyai Tingkat
Keanekaragaman Hayati
yang Penting

1.1. Kawasan yang Mempunyai
atau Memberikan Fungsi
Pendukung
Keanekaragaman Hayati
bagi Kawasan Lindung Atau
Konservasi

Ada Sempadan, KPPN,
Kantong satwa, Sagu,
Dry land, Nipah, Rawa
primer, Penyangga
Cagar Alam TB

19.656,11

1.2. Spesies Hampir Punah Tidak Ada - -
1.3. Kawasan yang Merupakan

Habitat Bagi Populasi
Spesies yang Terancam,
Penyebaran Terbatas atau
Dilindungi yang Mampu
Bertahan Hidup

Ada Sempadan, KPPN,
Kantong satwa, Sagu,
Dry land, Nipah, Rawa
primer, Penyangga
Cagar Alam TB

*)

1.4. Kawasan yang merupakan
habitat bagi spesies atau
sekumpulan spesies yang
digunakan secara temporer

Ada Sempadan, KPPN,
Kantong satwa, Sagu,
Dry land, Nipah, Rawa
primer, Penyangga
Cagar Alam TB

*)

NKT2. Kawasan Bentang Alam
yang Penting bagi
Dinamika Ekologi Secara
Alami

2.1. Kawasan Bentang Alam Luas
yang Memiliki Kapasitas
untuk Menjaga Proses dan
Dinamika Ekologi Secara
Alami

Tidak ada - -

2.2.  Kawasan Alam yang Berisi
Dua atau Lebih Ekosistem
Dengan Garis Batas yang
Tidak Terputus
(Berkesinambungan)

Ada Sempadan, KPPN,
Kantong satwa, Sagu,
Dry land, Nipah, Rawa
primer, Penyangga
Cagar Alam TB

*)
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NKT/Komponen Keberadaan
NKT KBKT Luas (Ha)

2.3.  Kawasan yang Berisi Populasi
dari Perwakilan Spesies
Alami yang Mampu
Bertahan Hidup

Ada Sempadan, KPPN,
Kantong satwa, Sagu,
Dry land, Nipah, Rawa
primer, Penyangga
Cagar Alam TB

*)

NKT3. Kawasan yang
Mempunyai Ekosistem
Langka atau Terancam
Punah

Tidak ada - -

NKT4.  Kawasan yang
Menyediakan Jasa-jasa
Lingkungan Alami

4.1.  Kawasan Atau Ekosistem
yang Penting Sebagai
Penyedia Air dan
Pengendalian Banjir bagi
Masyarakat Hilir

Ada Sempadan, Penyangga
Cagar Alam TB

*)

4.2.  Kawasan yang Penting bagi
Pencegahan Erosi dan
Sedimentasi

Ada Sempadan, Penyangga
Cagar Alam TB

*)

4.3.  Kawasan yang Berfungsi
Sebagai Sekat Alam untuk
Mencegah Meluasnya
Kebakaran Hutan dan Lahan

Tidak ada - -

NKT5. Kawasan yang
Mempunyai Fungsi
Penting untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Masyarakat Lokal

Ada Nipah, Sagu *)

NKT6. Kawasan yang
Mempunyai Fungsi
Penting untuk Identitas
Budaya Komunitas Lokal

Ada Sagu, Kampung lama 181.83

Total Luas KBKT 19.837,94

Luas Berdasarkan SK Pengukuhan Batas PT. BUMWI 78.669,29

Persentase Luas KBKT 25,21%

*) Luas kawasan KBKT tersebut sudah termasuk dalam luasan 19.837,94 Ha
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d) Kondisi Struktur Vegetasi
Berdasarkan hasil kegitan IHMB yang dilakukan pada tahun 2019, diperoleh data rekapitulasi
sediaan tegakan pada seluruh areal berhutan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi hasil IHMB periode 2021-2030 PT BUMWI

Tutupan Lahan
Luas areal Efektif (Ha) Jumlah Tegakan Saat IHMB N/Ha Vol/Ha

HP/HPK HPT Jumlah N (btg) Volume (m3)
Berhutan untuk
produksi TPTI 54.374,33 0,00 54.374,33 41.739.314 12.683.132,59 768 233,26

Jumlah 54.374,33 0,00 54.374,33 41.739.314 12.683.132,59 768 233,26

Berdasarkan data hasil IHMB tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sediaan tegakan pada
seluruh areal berhutan PT BUMWI untuk semua jenis pohon berdiameter 10 cm ke atas
berjumlah (N) 41.739.314 pohon dengan volume (V) sebesar 12.683.132,59 m3, dengan
cakupan luas areal yang disurvei meliputi areal efektif seluas 54.374,33 ha, sehingga
diperoleh rata-rata per hektar jumlah pohon sebanyak 768 batang/ha dan volume sebesar
233,26 m3/ha.

e) Riap

Berdasarkan Forest Survey Report Oleh Meriadec Sillanpaa dan Juliana Vantellingen (2015)
tentang Assessing Secondary Mangrove Forest Regeneration in PT BUMWI concessions,
Bintuni Bay, West Papua, Indonesia, riap volume untuk seluruh species sebesar 9,97
m3/Ha/thn sedang untuk species komersiil (merchantable species) sebesar 7,37 m3/Ha/thn.

Namun demikian karena hasil penelitian tersebut di atas belum dapat pengakuan dari Badan
Litbang dan Inovasi LHK, maka untuk perhitungan sediaan tegakan digunakan riap tegakan
hutan darat sebesar 1,749 m3/Ha/th.

Biota Perairan

Berdasar SEL, dari hasil pengamatan biota perairan yaitu plankton dan benthos, menunjukkan
bahwa disetiap lokasi pengambilan sampel, mempunyai keragaman jenis, kelimpahan jenis yang
cukup tinggi. Hal ini menunjukan lingkungan perairan tersebut masih cukup baik untuk mendukung
kehidupan jenis-jenis biota yang lain.

Dilihat dari jenis komposisi plankton, dapat dikatakan bahwa tidak ada jenis-jenis plankton yang
mendominasi tiap lokasi, tidak ada jenis-jenis yang bersifat parasit atau merugikan bagi struktur
tropic ditingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian dilihat dari komposisi biota plankton dan benthos
(seperti kerang Anadara dan Scylla seratia) yang bernilai ekonomi tinggi, menunjukan bahwa kondisi
lingkungan di wilayah studi dapat dikatakan masih cukup baik, sehingga dapat dipergunakan sebagai
daerah budidaya perairan payau.

Jenis fauna perairan yang banyak dijumpai di lokasi areal IUPHHK PT Bintuni Utama Murni Wood
Industries adalah burung raja udang (Dacelo gaudichaud), buaya muara (Crocodylus porosus), buaya
air tawar (Crocodylus novaeguineae).

Jumlah larva (larva udang dan ikan) cukup tinggi, berkisar antara 427.566 - 8.375.250 individu/1.000
m³. Terdapat berbagai jenis ikan demersal dan 16 jenis udang-udangan.
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Sistem Silvikultur

a. Penetapan Sistem Silvikultur
Sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.213/Menhut-II/2007 tanggal 28
Mei 2007 tentang Perpanjangan IUPHHK Dalam Hutam Alam, pemegang izin harus
melaksanakan Sistem Silvikultur Hutan Payau dan/atau ”silvikultur yang sesuai dengan
karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya”.

Berdasar kondisi biofisik areal kerja yang didominasi oleh hutan mangrove/payau, maka sistem
silvikultur yang akan digunakan adalah Sistem Silvikultur Hutan Payau dengan teknik Tebang
Habis Permudaan Buatan (THPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.8/PHPL/SET/3/2016 tanggal 18 Maret 2016
tentang Pedoman Sistem Silvikultur Hutan Payau.

b. Prinsip-prinsip Sistem Silvikultur Hutan Payau
Prinsip Sistem Silvikultur Hutan Payau yang akan dilaksanakan oleh PT BUMWI Periode 2021-
2030 pada dasarnya sebagai berikut:
1. Siklus tebangan 30 (tiga puluh) tahun.
2. Tebangan dilakukan melalui tehnik Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dilaksanakan

pada Areal Hutan Mangrove Primer (AHMP/Miskin Riap) dan jika diperlukan pada Kelas
Umur paling tua (VI/Masak Tebang), dilakukan secara manual dan kombinasi mekanis atau
full mekanis.

3. Penebangan dengan meninggalkan jalur hijau (green belt):
a. 50 m dari tepi pantai
b. 10 m dari tepi sungai

4. Cruising dilakukan secara terestris (strip sampling), intensitas 5%.
5. Tempat Pengumpulan Kayu (Tpn) dibuat pada jalur hijau alur dengan prinsip se-efektif dan

se-efisien mungkin serta ramah lingkungan (RIL).

c. Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur Hutan Payau
Tahapan pelaksanaan Sistem Silvikultur Hutan Payau telah diatur dalam Peraturan Dirjen PHPL
No. P.8/PHPL/SET/3/2016. Tahapan sistem silvikultur hutan payau yang akan dilakukan oleh PT
BUMWI sebagai berikut:

No. Kegiatan Tahapan THPB
A. PERENCANAAN

1. Penataan Areal Kerja (PAK)
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
3. Penandaan Jalur Lindung (PJL)
4. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Et-3
Et-2
Et-1
Et-1

B. PENEBANGAN Et

C. PEMBINAAN HUTAN

1. Survei Areal Bekas Tebangan (SABT)
2. Pengadaan Bibit
3. Penanaman bekas tebangan dan Rehabilitasi bekas

jalan sarad & TPn
4. Pemeliharaan tanaman & Rehabilitasi :

a. Tahap I
b. Tahap II

Et+1
Et+2

Et+2

Et + 3
Et + 4
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Rencana Pengaturan Blok Tebangan Sepuluh Tahunan Periode 2021-2050 adalah
sebagaimana tertera pada tabel berikut.

No. Periode Luas Blok (Ha) Luas Efektif (Ha)
1. RKU 10 tahun II (2021 s.d. 2030) 19.430,57 15.395,55
2. RKU 10 tahun III (2031 s.d. 2040) 19.185,73 15.362,95
3. RKU 10 tahun IV (2041 s.d. 2050) 23.373,00 18.989,95

JUMLAH 61.989,30 49.748,45
Ket. : Luas blok termasuk sempadan sungai/pantai (green belt)

d. Perhitungan Etat
Etat tahunan dengan rotasi tebang 20 tahun telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.213/MENHUT-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 sebagi berikut :
 Etat luas maksimum : 2.663 ha/th
 Etat batang maksimum : 913.941 btg/th
 Etat volume maksimum : 315.725 m3/th.

Mengingat siklus tebang yang akan digunakan dalam RKU PHHK ini 30 tahun maka perlu
dihitung kembali etat luas dan volumenya dengan mendasarkan pada hasil deliniasi (penataan
areal kerja) dan sediaan tegakan hasil IHMB sebagai berikut:

a) Etat Luas
Etat luas efektif adalah etat luas yang dihitung pada kawasan produksi dan di dalamnya
tidak termasuk kawasan sempadan. Perhitungan etat luas efektif dilakukan dengan tiga
perhitungan yaitu menggunakan pembagian seluruh daur (30 tahun), sisa daur (20
tahun), dan 10 tahun untuk periode 2021-2030. Ketiga perhitungan etat luas tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Etat Luas = Kawasan Produksi (Ha)
Seluruh daur (30 thn)

= 49.748,45 Ha
30 thn

= 1.658,28 Ha/thn

2. Etat Luas = Kawasan Produksi (Ha)
Sisa daur (20 thn)

= 30.758,50 Ha
20 thn

= 1.537,93 Ha/thn

3. Etat Luas = Kawasan Produksi (Ha)
Periode 2021-2030 (10 thn)

= 15.395,55 Ha
10 thn

= 1.539,55 Ha/thn
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b) Etat Volume
Perhitungan etat volume didasarkan pada volume siap tebang pada areal efektif x faktor
eksploitasi (fe 0,7) x faktor pengaman (fp 0,8) dibagi seluruh daur (30 tahun), namun guna
perbandingan dihitung juga pembagian berdasarkan sisa daur (20 tahun), dan 10 tahun
untuk periode 2021-2030.

Berdasarkan hasil perhitungan sediaan volume siap tebang pada areal efektif, diperoleh
volume sebesar 10.361.212 m3 untuk seluruh daur (30 tahun), 7.340.473 m3 untuk sisa daur
(20 tahun), dan 4.064.741 m3 untuk periode 2021-2030 (10 tahun). Ketiga perhitungan etat
volume tersebut adalah sebagai berikut :

1. Etat Volume = (Volume x fe (0,7) x fp (0,8) : 30 thn

= (10.361.212 m3 x 0,7 x 0,8) : 30 thn

= 5.802.279 m3 : 30 thn

= 193.409 m3/thn

2. Etat Volume = (Volume x fe (0,7) x fp (0,8) : 20 thn

= (7.340.473 m3 x 0,7 x 0,8) : 20 thn

= 4.110.665 m3 : 20 thn

= 205.533 m3/thn

3. Etat Volume = (Volume x fe (0,7) x fp (0,8) : 10 thn

= (4.064.741 m3 x 0,7 x 0,8) : 10 thn

= 2.276.255 m3 : 10 thn

= 227.626 m3/thn

Rencana Tebangan

Rencana tebangan/produksi tahunan didasarkan atas ketersediaan tenaga kerja manual dan jumlah
alat mekanis serta jumlah bulan kerja efektif/tahun (11 bulan) serta kebutuhan industri chip yang
akan dipasok yakni dengan kapasitas terpasang 193.725 m3/tahun. Dalam hal tenaga manual sulit
diperoleh, tebangan seluruhnya akan dilakukan secara mekanis, perhitungan  sebagai berikut :

a. Jumlah tenaga kerja manual 100 orang @ 40 m3/bln = 4.000 m3/bln
b. Mekanis 5 set @ 2.500 m3/bln = 12.500 m3/bln

Jumlah = 16.500 m3/bln

Jumlah bulan kerja/tahun  : 11 bulan

Kapasitas produksi/tahun = 11 x 16.500 m3 = 181.500 m3.

Catatan : 1 set alat mekanis terdiri dari 2 skidder Morooka dan 2 excavator

Dalam hal tenaga kerja manual makin sulit didapat, akan digantikan dengan alat mekanis
dengan menambah jumlah peralatan mekanis menjadi 6 set yang operasional plus 4 set untuk
cadangan, agar rencana produksi bisa tetap tercapai untuk suplai ke industri milik sendiri yang
seluruh produknya untuk tujuan ekspor.



Management Summary
PT. BINTUNI UTAMA MURNI WOOD INDUSTRIES

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q. Direktur Usaha
Hutan Produksi tentang arahan perbaikan usulan RKUPHHK-HA PT BUMWI No. :
S.1096/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020, PT BUMWI akan merencanakan tebangan dengan target
yang diberikan sesuai kemampuan produksi yaitu 80% x sediaan tegakan siap tebang.

Riap yang digunakan adalah sebesar 1,749 m3/Ha/thn berdasarkan surat arahan perbaikan dari
Direktorat Usaha Hutan Produksi No.: S.671/UHP/RKUPHA/HPL.1/8/2020 dikarenakan PT.
BUMWI belum mempunyai hasil pengukuran PUP sendiri.

Jenis pohon yang ditebang

Meskipun berdasar hasil penelitian sampai dengan tahun 2021 di dalam areal hutan
mangrove/bakau PT BUMWI terdapat 28 jenis pohon, namun pengertian umum mendefinisikan
bahwa semua pohon yang tumbuh di hutan bakau disebut kayu bakau, bahkan Pemerintah dalam
menetapkan tarif DR dan PSDH juga hanya menetapkan 1 (satu) jenis yaitu jenis Bakau, oleh karena
itu jenis pohon yang ditebang hanya disebut kayu bakau (bakau-bakauan). Namun kalau dirinci, jenis
yang ditebang ada 5 jenis, sisanya tidak ditebang karena umumnya terletak di jalur lindung. Ke
empat jenis tersebut terdiri dari Bakau (Rhizophora apiculata), Blokap (Rhizophora mucronata),
Tumuk (Bruguiera gymnorhiza), Langadai (Bruguiera parviflora) dan Tengar (Ceriops tagal).

Tabel rencana penebangan untuk RKU periode 2021-2030 adalah sebagai berikut.

Penggunaan dan Penjualan

Kegiatan pengelolaan areal IUPHHK-HA terintegrasi dengan industri chip milik PT BUMWI dengan
kapasitas terpasang 193.536 m3/tahun. Oleh karena itu seluruh pruduksi log/BBS digunakan sebagai
bahan baku industri chip milik sendiri dan tidak ada penjualan BBS ke pihak lain.

Mengenai alokasi hasil produksi log untuk kebutuhan lokal, secara fisik PT BUMWI tidak
memproyeksikan, karena produk areal IUPHHK-HA PT BUMWI berupa kayu bakau yang hanya cocok
untuk BBS dan arang. Sementara kebutuhan lokal umumnya berupa kayu pertukangan.

Penanaman bekas tebangan, Rehabilitasi, dan Pengadaan Bibit

Penanaman pada areal bekas tebangan dan bekas jalan sarad dilaksanakan dengan cara menanam
langsung (direct planting) buah bakau (propagule) dari jenis yang ditebang dengan jarak tanam 2m x
2m, yaitu jenis Rhizophora spp., Bruguiera spp dan Ceriops spp.

Rehabilitasi adalah kegiatan penanaman pada Tpn dan areal terbuka lainnya, dengan jarak tanam
2m x 2m. Jenis yang digunakan adalah Rhizophora mucronata atau jenis lain yang paling cocok sesuai
habitatnya, yang telah diseleksi terlebih dahulu di pesemaian.

RKU Tahun
RKT Kode Luas Blok

(Ha)
Luas Efektif

(Ha)

Luas
Sempadan

(Ha)

Sediaan
Tegakan
Berdasar

IHMB

Perkiraan
Riap s/d
Tahun

Tebangan

Total Sediaan
Tegakan

Sediaan
Tegakan Pada

Sempadan
Pantai &

Sungai (15%)

Sediaan
Tegakan
Efektif

Rencana Produksi
= Sediaan

Tegakan Efektif x
Fe (0,7) x Fp

(0,8)

80 %
kemampuan

Produksi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2021 XI 1.878,66 1.493,59 385,07 495.703 1.620 497.323 74.598 422.724 236.726 189.381
2022 XII 1.988,64 1.577,33 411,31 495.982 2.566 498.548 74.782 423.766 237.309 189.847
2023 XIII 1.914,87 1.514,62 400,25 415.193 2.225 417.419 62.613 354.806 198.691 158.953
2024 XIV 1.933,58 1.530,52 403,05 393.080 4.631 397.711 59.657 338.054 189.310 151.448
2025 XV 1.952,74 1.546,81 405,93 541.377 5.308 546.685 82.003 464.682 260.222 208.178
2026 XVI 1.979,09 1.569,21 409,88 481.114 5.879 486.993 73.049 413.944 231.809 185.447
2027 XVII 2.013,95 1.598,84 415,11 482.237 6.913 489.150 73.372 415.777 232.835 186.268
2028 XVIII 1.953,88 1.547,78 406,10 517.821 6.335 524.155 78.623 445.532 249.498 199.598
2029 XIX 1.907,42 1.508,29 399,13 437.923 6.331 444.254 66.638 377.616 211.465 169.172
2030 XX 1.907,73 1.508,56 399,18 473.426 6.385 479.811 71.972 407.840 228.390 182.712

19.430,57 15.395,55 4.035,01 4.733.856 48.192 4.782.048 717.307 4.064.741 2.276.255 1.821.004
2031 XXI 1.959,35 1.570,96 388,40 440.761 12.859 453.619 68.043 385.576 215.923 172.738
2032 XXII 1.877,77 1.501,62 376,16 371.953 14.545 386.498 57.975 328.523 183.973 147.178
2033 XXIII 1.989,84 1.596,87 392,97 479.762 18.143 497.905 74.686 423.219 237.003 189.602
2034 XXIV 1.993,83 1.600,27 393,57 537.875 17.213 555.088 83.263 471.824 264.222 211.377
2035 XXV 1.912,74 1.531,33 381,40 438.046 20.141 458.187 68.728 389.459 218.097 174.478
2036 XXVI 1.886,90 1.509,37 377,53 310.382 18.849 329.231 49.385 279.846 156.714 125.371
2037 XXVII 1.894,66 1.515,97 378,69 265.630 21.572 287.202 43.080 244.122 136.708 109.367
2038 XXVIII 1.902,16 1.522,35 379,82 337.479 19.224 356.703 53.505 303.197 169.790 135.832
2039 XXIX 1.901,76 1.522,01 379,76 233.676 30.080 263.756 39.563 224.193 125.548 100.438
2040 XXX 1.866,71 1.492,21 374,50 233.333 32.281 265.615 39.842 225.772 126.433 101.146

19.185,73 15.362,95 3.822,79 3.648.896 204.907 3.853.803 578.070 3.275.732 1.834.410 1.467.528
2041 I 2.435,00 1.982,04 452,96 212.098 45.454 257.552 38.633 218.919 122.595 98.076
2042 II 2.359,00 1.917,44 441,56 189.023 49.211 238.234 35.735 202.499 113.399 90.719
2043 III 2.237,00 1.813,74 423,26 138.940 51.999 190.940 28.641 162.299 90.887 72.710
2044 IV 2.268,00 1.840,09 427,91 286.563 50.528 337.090 50.564 286.527 160.455 128.364
2045 V 2.233,00 1.810,34 422,66 227.427 53.428 280.855 42.128 238.727 133.687 106.950
2046 VI 2.357,00 1.915,74 441,26 281.776 57.899 339.675 50.951 288.724 161.685 129.348
2047 VII 2.331,00 1.893,64 437,36 292.704 55.641 348.345 52.252 296.093 165.812 132.650
2048 VIII 2.390,00 1.943,79 446,21 421.109 62.727 483.836 72.575 411.261 230.306 184.245
2049 IX 2.355,00 1.914,04 440,96 510.144 56.542 566.686 85.003 481.683 269.742 215.794
2050 X 2.408,00 1.959,09 448,91 455.649 54.948 510.597 76.590 434.007 243.044 194.435

23.373,00 18.989,95 4.383,05 3.015.434 538.376 3.553.810 533.072 3.020.739 1.691.614 1.353.291
61.989,30 49.748,45 12.240,85 11.398.186 791.475 12.189.661 1.828.449 10.361.212 5.802.279 4.641.823

Jumlah
Total

II

Jumlah

III

Jumlah

I
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Pengadaan bibit adalah kegiatan penyediaan bibit untuk ditanam langsung (propagule) di lapangan
dengan cara mengumpulkan bibit yang jatuh dan terbawa arus air. Sumber benih berasal dari areal
sempadan pantai dan sungai/alur seluas 12,240,85 Ha dan areal sekitar blok tebangan. Sebelum
ditanam di lapangan, bibit diseleksi terlebih dahulu, dipilih yang sehat agar prosentase tumbuh dan
hidup tinggi.

Luas tebangan efektif direncanakan: tim mekanis (Crawler Mooroka) yang seluas 412,5 Ha/tahun
dan tenaga manual seluas 200 Ha/tahun. Sehingga luas total tebangan efektif dalam satu tahun
±612,5 Ha.

Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Rencana perlindungan dan pengamanan hutan pada prinsipnya didasarkan atas pengalaman
gangguan hutan di masa lalu dan prediksi kemungkinan gangguan hutan pada waktu yang akan
datang.

Berdasar pengalaman yang telah lalu dan melihat kondisi areal kerja IUPHHK, gangguan berupa:
perambahan, kebakaran, perladangan, dan penggembalaan ternak, diprediksi tidak mungkin terjadi,
karena :

a) Areal kerja merupakan areal hutan mangrove sehingga tidak mungkin bisa dimanfaatkan
untuk ladang maupun penggembalaan ternak.

b) Areal mangrove selalu tergenang air sehingga tidak mungkin terjadi kebakaran hutan.
c) Perambahan hutan juga sangat kecil kemungkinannya, karena jumlah penduduk masih

jarang, sementara aksesibilitasnya juga sangat sulit karena lokasi sangat terpencil dan
perjalanan hanya bisa ditempuh dengan kendaraan air.

Gangguan yang mungkin terjadi adalah adanya perburuan terhadap satwa yang dilindungi.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka rencana perlindungan dan pengamanan hutan dalam
jangka 10 tahun kedepan adalah peningkatan patroli dan penguatan organisasi SPH (Satuan
Pengamanan Hutan), dengan cara:

a) Memberikan pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan kepada personil SPH dengan
bekerjasama dengan Balai KSDA setempat,

b) Meningkatkan perlengkapan SPH, antara lain dengan : speed boat, Handy Talky, dll,
c) Bekerja sama dengan POLRI setempat baik dalam pengamanan gangguan hutan maupun

kemungkinan pelatihan untuk anggota SPH.

Rencana Identifikasi dan Perlindungan Spesies Jarang, Langka, dan Terancam Punah (Rare,
Threatened, and Endangered Species/RTE)

Kegiatan identifikasi spesies RTE dilakukan pada areal produksi (virgin forest & logged over area) dan
areal non produksi yang merupakan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Sedangkan untuk
perlindungan spesies RTE difokuskan kepada jenis-jenis yang telah teridentifikasi menjadi spesies dengan
Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Teknis perlindungan spesies dengan Nilai Konservasi Tinggi terdapat pada
arahan pengelolaan NKT di dalam dokumen Identifikasi NKT PT. BUMWI yang disusun oleh Tim HCV
Fahutan IPB dan IDEAS Consultancy Services.



Management Summary
PT. BINTUNI UTAMA MURNI WOOD INDUSTRIES

Rencana Kegiatan Identifikasi Spesies RTE di Areal Pengelolaan PT. BUMWI

No. Pos Kegiatan Lokasi Deskripsi Lokal Objek
Identifikasi

Acuan
Kegiatan Metode Frekuensi Penanggung

Jawab

1. Inventarisasi
Flora Fauna

Areal produksi
(virgin forest
& LOA)

 Virgin forest yang
menjadi lokasi
kegiatan
merupakan areal
produksi yang
belum pernah di
produksi

 LOA yang menjadi
lokasi kegiatan
adalah areal
produksi yang
telah dilakukan
penebangan.

Seluruh flora
dan fauna yang
terdapat di
dalam transek
dan plot ukur.
Jika ditemukan
spesies RTE,
dilakukan
tindakan
perlindungan
yang spesifik
sesuai karakter
spesies yang
ditemukan

 SOP.EKO-01
(Rev.01)
tentang
Identifikasi
Flora.

 SOP.EKO-02
(Rev.01)
tentang
Identifikasi
Fauna

 SOP.EKO-07
tentang
Inventarisasi
Flora Fauna

Garis Transek
(Line Transec),
Point Count,
dan Quadrat
Plot Sampling.

Satu kali
tiap tahun

Seksi
Perlindungan
Hutan &
Lingkungan.

2. Pengelolaan
dan
Pemantauan
KBKT

Areal non
produksi

Terdapat lima (5)
KBKT yang menjadi
lokasi identifikasi
yaitu sebagai berikut :
1. Sempadan Pantai
2. Sempadan Sungai

dan Alur
3. KPPN
4. Kantong Satwa
5. Konservasi In Situ

Jenis spesies
yang masuk
dilindungi
menurut PP
7/1999, Red List
IUCN, dan
Appendices
CITES seperti
yang tertera
pada dokumen
Identifikasi NKT
PT. BUMWI.

 SOP.EKO-05
tentang
Kawasan
Bernilai
Konservasi
Tinggi

Garis Transek
(Line Transec),
Point Count,
dan Quadrat
Plot Sampling.

Satu kali
tiap tahun

Seksi
Perlindungan
Hutan &
Lingkungan.

Kelola Sosial

Kegiatan kelola sosial pada prinsipnya didasarkan atas Peraturan Pemerintah yang berlaku, baik
tingkat Nasional maupun Regional (Provinsi) dan kesepakatan dengan masyarakat adat pemilik Hak
Ulayat, yang terdiri dari :

1. Peraturan Dirjen PHPL Nomor : P.14/PJPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

2. Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Kompensasi Hak Ulayat.
3. Kesepakatan antara PT BUMWI dengan Pemilik Hak Ulayat untuk tebangan tahunan (RKT).

Disamping hal tersebut di atas, atas inisiatif Perusahaan pada tahun 2018-2019 PT BUMWI
bekerjasama dengan konsultan Internasional telah melakukan Studi Sosial guna mengetahui dan
memperoleh masukan dari masyarakat tentang program CSR yang paling dibutuhkan.

PT BUMWI sebagai Pemegang Perpanjangan IUPHHK telah memiliki pengalaman 30 (tiga puluh)
tahun dalam pengelolaan sosial masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK yang memiliki tata nilai dan
budaya tersendiri, oleh karena itu dengan memperhatikan tata nilai dan budaya setempat serta
Peraturan-Peraturan dan Kesepakatan-Kesepakatan tersebut di atas. PT BUMWI merencanakan
kelola sosial jangka waktu 2021-2030 yang pada prinsipnya sebagai berikut :

1) Pemberdayaan masyarakat adat sekitar areal IUPHHK melalui :
a) Peningkatan penghasilan/keuntungan masyarakat melalui pembinaan nelayan kepiting,

antara lain berupa : pelatihan guna mengurangi kematian kepiting pasca penangkapan,
peningkatan posisi tawar nelayan kepiting dan pengembangan kapasitas untuk ekspor
kepiting melalui koperasi, peningkatan pengetahuan untuk kelestarian kepiting
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b) Memberi kesempatan kerja pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang dapat diisi oleh
masyarakat adat setempat, diawali dengan pelatihan yang diperlukan.

c) Dalam hal kesempatan bersifat musiman, bekerjasama dengan Koperasi (KUD Hasrat
Mandiri) akan diatur distribusi kesempatan kerja agar bisa merata bagi seluruh masyarakat
adat yang tinggal disekitar areal IUPHHK.

d) Memberi kesempatan magang bagi remaja masyarakat adat setempat untuk diberi
pelatihan, khususnya ketrampilan dibidang perbengkelan/permesinan.

e) Memperluas implementasi kerjasama yang sudah dibuat perusahaan dengan KUD Hasrat
Mandiri.

2) Peningkatan pendidikan bagi anak-anak di sekitar areal kerja, melalui :
a) Penurunan tingkat buta huruf anak-anak usia sekolah : pelatihan   guru, pemberian buku-

buku bacaan.
b) peningkatan kualitas komite orang tua murid untuk memonitor dan peningkatan kualitas

pendidikan SD.
c) Pemberian bea siswa bagi pelajar yang berminat dan dibutuhkan oleh Perusahaan.

3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan pengalokasian dana Kompensasi Hak Ulayat
sebesar Rp 13.000,-/m3, atau bilamana realisasi produksi sesuai dengan rencana minimal sebesar
182.100 m3/tahun, maka jumlah potensi dana sebesar Rp 2.367.300.000,- per tahun. Mengenai
mekanisme penggunaan dana, diharapkan pada waktu yang akan datang lebih tepat sasaran,
melalui: peningkatan transparansi prosedur pembayaran dan efisiensi penggunaan dana melalui
program Hak Ulayat Matching Fund, yang pelaksanaannya diserahkan kepada musyawarah
masyarakat adat. Perusahaan hanya memfasilitasi pelaksanaan musyawarah tersebut.

4) Peningkatan kerjasama komersial dengan masyarakat adat, yang antara lain melalui :
a) Pembelian bahan-bahan bangunan (kayu, papan),
b) Hasil pertanian : pelatihan kepada masyarakat untuk pengembangan dan

penganekaragaman jenis sayur-mayur, buah-buahan bekerjasama dengan Dinas Pertanian
setempat.

c) Hasil perikanan : peningkatan supply ikan tangkapan nelayan setempat.
d) Tempe : pelatihan produksi tempe dan supply ke perusahaan.
e) Ongkak dan lain-lain.

5) Pencegahan kemungkinan konflik melalui kegiatan Pemetaan dan Resolusi Konflik, baik antar
masyarakat adat maupun antara masyarakat adat dengan perusahaan melalui :

a) Updating/Pemutakhiran Peta Penyebaran Hak Ulayat.
b) Sosialisasi kepada masyarakat pemilik ulayat sebelum melakukan tebangan Tahunan (ketuk

pintu) dan melakukan kesepakatan jenis kompensasi kepada masyarakat adat atas izin
yang diberikan untuk melakukan tebangan di dalam tanah ulayat.

c) Mengalokasikan hutan sagu (Aribena) sebagai Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)
untuk penyangga kebutuhan pangan masyarakat adat.

d) Mengalokasikan jalur berburu dan pemanenan buah pala bagi masyarakat.
e) Membuat kesepakatan dengan masyarakat adat terlebih dulu, dalam hal perusahaan akan

memanfaatkan sesuatu yang berkaitan dengan Hak Ulayat.

6) Memberi bantuan fasilitas umum, yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat banyak (tempat
ibadah, dermaga, asrama pelajar dll).
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Berikut disajikan nama-nama kampung yang masuk ke dalam kegiatan kelola sosial PT BUMWI.

No Nama Distrik Nama Kampung/Desa
1 Babo Irarutu III
2 Kaitaro Sara, Warganusa I, Warganusa II, Tugurama
3 Kuri Sarbe, Naramasa, Wagura
4 Aroba Aroba, Yaru

Kebijakan K3

Dalam operasional kegiatan perusahaan, Direksi telah menetapkan kebijakan K3 (SK Direksi PT.
BUMWI No: 094.1/BUMWI/I/2018 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan
menjadi acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Poin-poin penting di dalam Kebijakan K3 PT BUMWI
adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan operasional yang dilakukan pada lokasi hutan maupun base camp wajib
menerapkan prinsip dan kaidah K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Lingkungan kerja yang aman dan sehat wajib diciptakan oleh seluruh karyawan, tenaga kerja
dan pengunjung yang berada pada lingkup areal kerja PT. BUMWI.

3. Penerapan K3 dipantau dan dievaluasi secara berkala agar kinerja K3 dapat terus
ditingkatkan melalui program yang terencana.

Hak-Hak Karyawan dan Kesetaraan Gender

1. Karyawan yang bekerja di lingkup operasional perusahaan adalah kumpulan personal yang
berkontribusi signifikan dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari serta pembangunan
bangsa dan negara sehingga pembinaan dan pengembangan karyawan menjadi prioritas
perusahaan yang dituangkan di dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
(PPSDM).

2. Seluruh hak-hak karyawan ditunaikan sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang diadopsi di dalam Peraturan Perusahaan.

3. Aspirasi karyawan menjadi perhatian utama pengurus perusahaan di lokasi base camp (yaitu
Manager Divisi yang dikoordinir oleh Manager Umum dan Personalia). Keluhan karyawan
diakomodir sebaik mungkin dengan mengedepankan musyawarah melalui Lembaga Kerja
Sama Bipartit, Serikat Pekerja ataupun perwakilan karyawan.

4. Perusahaan menganut prinsip kesetaraan gender di dalam aktivitas perusahaan serta
melarang segala praktik diskriminasi gender dalam praktik ketenagakerjaan, peluang
pelatihan, pemberian kontrak, proses pelibatan dan kegiatan pengelolaan.

5. Rapat-rapat, komite manajemen dan forum pengambilan keputusan dilakukan dengan
menyertakan perempuan dan laki-laki secara setara dan keduanya difasilitasi secara aktif
untuk berpartisipasi.

6. Jika terdapat kasus pelecehan seksual dan diskriminasi berdasarkan gender, status
perkawinan, keturunan atau orientasi seksual, mekanisme rahasia dan efektif diterapkan
untuk penyelesaian masalah dan perlindungan korban serta akan lakukan evaluasi untuk
pencegahan agar kasus semisal tidak terulang kembali.


